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ABSTRAK : bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan
kesekretariatan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dimana terjadi mutasi dan
Promosi Jabatan Pejabat Eselon Il dan IV pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantaeng; bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku
dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng,
perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di
lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng; maka perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang
Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten
Bantaeng;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109); PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165); PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617),
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/ PMK.05/2016 Tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor



CATATAN :

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2158); PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);
PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1549); PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); PKPU Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara R.l. Tahun 2023 Nomor 99); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/11/2020 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang
untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi /KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
47/KU.05-Kpt/02/S)/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
dan/atau Pelaksana Tugas (PIt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1096 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan
Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk Pegawai yang Nama/NIP,

Pangkat/Golongan dan Jabatan serta Peran User pada Aplikasi SAKTI

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2023
- Pada saat Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris KPU

Nomor 192 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.






